BUKU PEDOMAN


Di Badan Pertanahan Nasional
[image: image2.jpg]S

mipN





LABORATORIUM HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

[image: image4.png]I8

T

LABORATORIUM

HUKUM




A. Dasar Pemikiran
Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan sebagai instansi yang bertugas mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, salah satu fungsinya adalah mengembangkan administrasi pertanahan meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak atas tanah, pengukuran, dan pelaksanaan pendaftaran serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan masalah pertanahan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

Peraturan tentang pendaftaran tanah telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dalam PP No.10 Tahun 1961 tentang “Pendaftaran Tanah” (LN 1961 No.28 penjelasaannnnnya dalam TLN No.2171) diundangkan pada tanggal 23 Maret 1961 dan mulai berlaku juga pada tanggal diundangkan. Kemudian pada tahun 1997 terbit PP No. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah yang menggantikan keberadaan PP No. 10 Tahun 1961 tersebut.

Melihat kedudukan tanah yang sangat penting bagi kehidupan manusia , maka setiap warga Negara Indonesia yang mempunyai hak atas tanah dihimbau oleh pemerintah untuk segera mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan setempat guna diterbitkannyasurat tanda bukti hak atas tanah dalam rangka mewujudkan adanya kepastian hukum dalam bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) UUPA bahwa:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah”  

Pendaftaran tanah akan memberikan jaminan kepastian hukum atas suatu bidang tanah, artinya dengan didaftarkannya suatu bidang tanah tersebut, maka akan dapat diketahui mengenai riwayat tanah tersebut yaitu letak, luas, siapa yang mempunyai dan dengan apa tanah tersebut dikuasai serta beban apa yang ada diatasnya dijamin kepastian hukumnya. 

Dengan didaftarkannya hak atas tanah akan diberikan kepadanya sertifikat sebagai surat tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kuat disini diartikan sebagai sesuatu hal yang mutlak artinya hak atas tanah dapat dicabut/dibatalkan sewaktu-waktu sejauh kepemilikan dari hak atas tanah tersebut dapat dibuktikan, sebaliknya oleh pihak lain. Salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam proses pensertifikatan tanah adalah dengan dilakukannya pengumuman pendaftaran tanah yang diletakkan di Kantor Pertanahan setempat. Dalam pelaksaan hal tersebut diatas tidak sedikit yang biasanya muncul masalah dilapangan. Sehingga BPN juga mempunyai fungsi dan peran dalam penanganan masalah dan sengketa Hak Atas Tanah serta bentu-bentuk penanganannya, diantaranya:

a. Menelaah dan mengolah data untuk menyelesaikan perkara di bidang pertanahan;

b. menampung gugatan-gugatan, menyiapkan bahan memori jawaban, memori/ kontrak memori banding, memori/ kontrak memori kasasi, memori/ kontrak memori peninjauan kembali atas perkara yang diajukan melalui peradilan terhadap perorangan dan badan hukum  yang merugikan Negara;

c. Mengumpulkan data masalah dan sengketa pertanahan;

d. Menelaah dan menyiapkan konsep keputusan mengenai penyelesaian sengketa Hak Atas Tanah;

e. Menelaah dan menyiapkan konsep keputusan pembatalan Hak Atas Tanah kerena cacat administrasi dan berdasarkan kekuatan putusan peradilan;

f. Melaksanakan dokumentasi

Melihat betapa rumitnya kinerja BPN dalam menjalankan tugasnya maka sangat perlu bagi mahasiswa untuk mengenal dan melihat lebih dekat tentang BPN melalui Magang yang merupakan tolak ukur mahasiswa terhadap kondisi dan lingkungan kerja dikalangan professional hukum sebagai bekal kelak ketika terjun di masyarakat.

B. Tujuan Magang
Tujuan Magang di Kantor BPN adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengetahui tugas dan fungsi BPN sesuai pasal 2 Keppres no.95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional.
Target:

a. Mahasiswa memahami pengaturan peruntukan, persediaan dan penggunaan tanah;

Metode:

· Mahasiswa melakukan penelusuran seputar pengaturan peruntukan, persediaan dan penggunaan tanah.

· Mahasiswa melakukan pengamatan tentang pengaturan peruntukan, persediaan dan penggunaan tanah.

· Mahasiswa melakukan diskusi/sharing dengan instansi magang
Luaran: 

· Mahasiswa menguasai hal tentang pengaturan peruntukan tanah.

· Mahasiswa menguasai hal tentang persediaan tanah.

· Mahasiswa menguasai hal tentang penggunaan tanah.
b. Mahasiswa mengetahui pengaturan hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah;

Metode:

· Mahasiswa melakukan penelusuran tentang segala hal yang berkaitan dengan pengaturan hukum antara orang-orang dengan tanah.

· Mahasiswa melakukan pengamatan tentang pengaturan hukum antara orang-orang dengan tanah.

· Mahasiswa melakukan diskusi/sharing dengan instansi magang kaitannya dengan pengaturan hukum antara orang-orang dengan tanah.

Luaran:

· Mahasiswa memahami segala hal yang berkaitan dengan pengaturan hukum antara orang-orang dengan tanah.

· Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengaturan hukum antara orang-orang dengan tanah.
c. Mahasiswa mengetahui pengaturan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah;

Luaran:

· Mahasiswa memahami pengaturan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah; 
· Mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah;

· Mahasiswa mengetahui mekanisme pengaturan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah;
Metode:

· Mahasiswa melakukan penelusuran tentang segala hal yang berkaitan dengan pengaturan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah; 

· Mahasiswa melakukan pengamatan tentang segala hal yang berkaitan dengan pengaturan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah; 

· Mahasiswa melakukan diskusi/sharing dengan instansi magang kaitannya dengan segala hal yang berkaitan dengan pengaturan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah; 

2. Mahasiswa mengetahui fungsi BPN sebagai: 
Target:

a. perumusan dan penetapan kebijakan, hukum serta kebijakan penanganan masalah pertanahan, yang meliputi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
Metode:

· Mahasiswa melakukan penelusuran tentang perumusan dan penetapan kebijakan, hukum serta kebijakan penanganan masalah pertanahan, yang meliputi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
· Mahasiswa melakukan pengamatan tentang perumusan dan penetapan kebijakan, hukum serta kebijakan penanganan masalah pertanahan, yang meliputi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
· Mahasiswa melakukan diskusi/sharing dengan instansi magang/DPL Magang kaitannya dengan perumusan dan penetapan kebijakan, hukum serta kebijakan penanganan masalah pertanahan, yang meliputi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
· Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan perumusan dan penetapan kebijakan, hukum serta kebijakan penanganan masalah pertanahan, yang meliputi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
Luaran:
· Mahasiswa memahami perumusan dan penetapan kebijakan, hukum serta kebijakan penanganan masalah pertanahan, yang meliputi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
· Mahasiswa mampu menjelaskan perumusan dan penetapan kebijakan, hukum serta kebijakan penanganan masalah pertanahan, yang meliputi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah.

· Mahasiswa mengetahui mekanisme perumusan dan penetapan kebijakan, hukum serta kebijakan penanganan masalah pertanahan, yang meliputi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
· Mahasiswa memahami syarat dan bentuk perumusan dan penetapan kebijakan, hukum serta kebijakan penanganan masalah pertanahan, yang meliputi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
· Mahasiswa mengerti metode perumusan dan penetapan kebijakan, hukum serta kebijakan penanganan masalah pertanahan, yang meliputi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;

b. koordinasi perumusan kebijakan dan perencanaan program dibidang pertanahan;
Metode:

· Mahasiswa melakukan penelusuran tentang bentuk koordinasi perumusan kebijakan dan perencanaan program dibidang pertanahan;
· Mahasiswa melakukan pengamatan tentang mekanisme koordinasi perumusan kebijakan dan perencanaan program dibidang pertanahan;
· Mahasiswa melakukan diskusi/sharing dengan instansi magang/DPL Magang kaitannya dengan koordinasi perumusan kebijakan dan perencanaan program dibidang pertanahan;
· Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan koordinasi perumusan kebijakan dan perencanaan program dibidang pertanahan;
Luaran:
· Mahasiswa mengetahui bentuk koordinasi perumusan kebijakan dan perencanaan program dibidang pertanahan;
· Mahasiswa mengetahui mekanisme koordinasi perumusan kebijakan dan perencanaan program dibidang pertanahan;
· Mahasiswa mengetahui siapa pengambil kebijakan perumusan kebijakan dan perencanaan program dibidang pertanahan;

c. perumusan dan penetapan kebijakan serta koordinasi inventarisasi data, pengukuran dan pemetaan tanah, penilaian tanah, serta pengembangan sistem informasi pertanahan;
Metode:

· Mahasiswa melakukan penelusuran tentang perumusan dan penetapan kebijakan serta koordinasi inventarisasi data, pengukuran dan pemetaan tanah, penilaian tanah, serta pengembangan sistem informasi pertanahan;
· Mahasiswa melakukan pengamatan perumusan dan penetapan kebijakan serta koordinasi inventarisasi data, pengukuran dan pemetaan tanah, penilaian tanah, serta pengembangan sistem informasi pertanahan;
· Mahasiswa melakukan diskusi/sharing dengan instansi magang/DPL Magang kaitannya dengan perumusan dan penetapan kebijakan serta koordinasi inventarisasi data, pengukuran dan pemetaan tanah, penilaian tanah, serta pengembangan sistem informasi pertanahan;
· Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan perumusan dan penetapan kebijakan serta koordinasi inventarisasi data, pengukuran dan pemetaan tanah, penilaian tanah, serta pengembangan sistem informasi pertanahan;
Luaran:
· Mahasiswa mengetahui cara perumusan dan penetapan kebijakan serta koordinasi inventarisasi data, pengukuran dan pemetaan tanah, penilaian tanah, serta pengembangan sistem informasi pertanahan;
· Mahasiswa mengetahui syarat perumusan dan penetapan kebijakan serta koordinasi inventarisasi data, pengukuran dan pemetaan tanah, penilaian tanah, serta pengembangan sistem informasi pertanahan;
· Mahasiswa mengetahui bentuk perumusan dan penetapan kebijakan serta koordinasi inventarisasi data, pengukuran dan pemetaan tanah, penilaian tanah, serta pengembangan sistem informasi pertanahan;
· Mahasiswa mengetahui mekanisme perumusan dan penetapan kebijakan serta koordinasi inventarisasi data, pengukuran dan pemetaan tanah, penilaian tanah, serta pengembangan sistem informasi pertanahan;
· Mahasiswa mengetahui metode perumusan dan penetapan kebijakan serta koordinasi inventarisasi data, pengukuran dan pemetaan tanah, penilaian tanah, serta pengembangan sistem informasi pertanahan;
d. perumusan dan penetapan kebijakan tata laksanaa serta pelayanan pertanahan yang meliputi tata guna tanah,penguasaan pemilik tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
Metode:
· Mahasiswa melakukan penelusuran tentang perumusan dan penetapan kebijakan tata laksanaa serta pelayanan pertanahan yang meliputi tata guna tanah,penguasaan pemilik tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
· Mahasiswa melakukan pengamatan perumusan dan penetapan kebijakan tata laksanaa serta pelayanan pertanahan yang meliputi tata guna tanah,penguasaan pemilik tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
· Mahasiswa melakukan diskusi/sharing dengan instansi magang/DPL Magang kaitannya dengan perumusan dan penetapan kebijakan tata laksanaa serta pelayanan pertanahan yang meliputi tata guna tanah,penguasaan pemilik tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
Luaran:
· Mahasiswa mengetahui cara perumusan dan penetapan kebijakan tata laksanaa serta pelayanan pertanahan yang meliputi tata guna tanah,penguasaan pemilik tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
· Mahasiswa mengetahui syarat perumusan dan penetapan kebijakan tata laksanaa serta pelayanan pertanahan yang meliputi tata guna tanah,penguasaan pemilik tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
· Mahasiswa mengetahui bentuk perumusan dan penetapan kebijakan tata laksanaa serta pelayanan pertanahan yang meliputi tata guna tanah,penguasaan pemilik tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
· Mahasiswa mengetahui sistem perumusan dan penetapan kebijakan tata laksanaa serta pelayanan pertanahan yang meliputi tata guna tanah,penguasaan pemilik tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
· Mahasiswa mengetahui pengambilan kebijakan perumusan dan penetapan kebijakan tata laksanaa serta pelayanan pertanahan yang meliputi tata guna tanah,penguasaan pemilik tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
e. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Pertanahan;

Metode:
· Mahasiswa melakukan penelusuran tentang Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Pertanahan;
· Mahasiswa melakukan pengamatan Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Pertanahan;

· Mahasiswa melakukan diskusi/sharing dengan instansi magang/DPL Magang kaitannya dengan Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Pertanahan;

Luaran:
· Mahasiswa mengetahui cara perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Pertanahan;
· Mahasiswa mengetahui bentuk perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Pertanahan;
· Mahasiswa mengetahui mekanisme Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Pertanahan;
· Mahasiswa mengetahui sistem Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Pertanahan;
· Mahasiswa mengetahui pengambilan Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Pertanahan;
f. pelayanan pertanahan yang meliputi tata guna tanah, penguasaan pemilik tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
Metode:

· Mahasiswa melakukan pengamatan tentang pelayanan pertanahan yang meliputi tata guna tanah, penguasaan pemilik tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
· Mahasiswa terjun langsung dalam  pelayanan pertanahan yang meliputi tata guna tanah, penguasaan pemilik tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
· Mahasiswa melakukan diskusi/sharing dengan instansi magang/DPL Magang kaitannya dengan pelayanan pertanahan yang meliputi tata guna tanah, penguasaan pemilik tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
Luaran:
· Mahasiswa mengetahui cara pelayanan pertanahan yang meliputi tata guna tanah, penguasaan pemilik tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
· Mahasiswa mengetahui bentuk pelayanan pertanahan yang meliputi tata guna tanah, penguasaan pemilik tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
· Mahasiswa mengetahui mekanisme pelayanan pertanahan yang meliputi tata guna tanah, penguasaan pemilik tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
· Mahasiswa mengetahui sistem pelayanan pertanahan yang meliputi tata guna tanah, penguasaan pemilik tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
· Mahasiswa mengetahui pengambilan kebijakan pelayanan pertanahan yang meliputi tata guna tanah, penguasaan pemilik tanah, hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah;
g. perumusan dan penetapan kebijakan pengembangan sumber daya pertanahan yang meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga pertanahan dan mitra kerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerja teknis pertanahan.
Metode:
· Mahasiswa melakukan pengamatan tentang perumusan dan penetapan kebijakan pengembangan sumber daya pertanahan yang meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga pertanahan dan mitra kerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerja teknis pertanahan.
· Mahasiswa dilibatkan dalam  perumusan dan penetapan kebijakan pengembangan sumber daya pertanahan yang meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga pertanahan dan mitra kerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerja teknis pertanahan.
· Mahasiswa melakukan diskusi/sharing dengan instansi magang/DPL Magang kaitannya dengan perumusan dan penetapan kebijakan pengembangan sumber daya pertanahan yang meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga pertanahan dan mitra kerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerja teknis pertanahan.
Luaran:
· Mahasiswa mengetahui cara perumusan dan penetapan kebijakan pengembangan sumber daya pertanahan yang meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga pertanahan dan mitra kerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerja teknis pertanahan.
· Mahasiswa mengetahui bentuk perumusan dan penetapan kebijakan pengembangan sumber daya pertanahan yang meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga pertanahan dan mitra kerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerja teknis pertanahan.
· Mahasiswa mengetahui mekanisme perumusan dan penetapan kebijakan pengembangan sumber daya pertanahan yang meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga pertanahan dan mitra kerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerja teknis pertanahan.
· Mahasiswa mengetahui sistem perumusan dan penetapan kebijakan pengembangan sumber daya pertanahan yang meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga pertanahan dan mitra kerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerja teknis pertanahan.
· Mahasiswa mengetahui pengambilan kebijakan perumusan dan penetapan kebijakan pengembangan sumber daya pertanahan yang meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga pertanahan dan mitra kerja serta penyediaan sarana dan prasarana kerja teknis pertanahan.
3. Mahasiswa mengetahui wilayah kerja BPN sesuai keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 1993 tentang uraian tugas sub bagian dan seksi pada kantor Pertanahan Kab/Kota.

Target:
a. Mahasiswa dapat mengetahui secara langsung proses ijin lokasi, ijin peralihan/pemindahan hak, ganti rugi atas tanah obyek landreform, kondisi tanah, redistribusi swadaya dan pengadaaan tanah untuk kepentingan umum.
Metode:
· Mahasiswa melakukan pengamatan tentang proses ijin lokasi, ijin peralihan/pemindahan hak, ganti rugi atas tanah obyek landreform, kondisi tanah, redistribusi swadaya dan pengadaaan tanah untuk kepentingan umum.
· Mahasiswa dilibatkan dalam proses ijin lokasi, ijin peralihan/pemindahan hak, ganti rugi atas tanah obyek landreform, kondisi tanah, redistribusi swadaya dan pengadaaan tanah untuk kepentingan umum.
· Mahasiswa melakukan diskusi/sharing dengan instansi magang/DPL Magang kaitannya dengan proses ijin lokasi, ijin peralihan/ pemindahan hak, ganti rugi atas tanah obyek landreform, kondisi tanah, redistribusi swadaya dan pengadaaan tanah untuk kepentingan umum.
Luaran:
· Mahasiswa mengerti syarat ijin lokasi, ijin peralihan/pemindahan hak, ganti rugi atas tanah obyek landreform, kondisi tanah, redistribusi swadaya dan pengadaaan tanah untuk kepentingan umum.
· Mahasiswa paham dengan proses ijin lokasi, ijin peralihan/ pemindahan hak, ganti rugi atas tanah obyek landreform, kondisi tanah, redistribusi swadaya dan pengadaaan tanah untuk kepentingan umum.
· Mahasiswa mengetahui mekanisme ijin lokasi, ijin peralihan/ pemindahan hak, ganti rugi atas tanah obyek landreform, kondisi tanah, redistribusi swadaya dan pengadaaan tanah untuk kepentingan umum.
· Mahasiswa mengetahui mekanisme ijin lokasi, ijin peralihan/pemindahan hak, ganti rugi atas tanah obyek landreform, kondisi tanah, redistribusi swadaya dan pengadaaan tanah untuk kepentingan umum.
b. Mahasiswa mampu membedakan antara pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematik dan secara sporadik.

Metode:
· Mahasiswa melakukan pengamatan tentang perbedaan antara pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematik dan secara sporadik.
· Mahasiswa melakukan penelusuran data tentang perbedaan antara pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematik dan secara sporadik.
· Mahasiswa melakukan diskusi tentang perbedaan antara pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematik dan secara sporadik.
· Mahasiswa melakukan wawancara tentang perbedaan antara pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematik dan secara sporadik.
· Mahasiswa mengikuti secara langsung dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematik dan secara sporadik.
Luaran:
· Mahasiswa mengetahui klasifikasi pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematik dan secara sporadik.
· Mahasiswa mengetahui cara membedakan antara pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematik dan secara sporadik.
c. Mahasiswa mengetahui apa yang dimaksud dengan pengukuran tanah dan pemetaan secara sistematik dan sporadik.

Metode:
· Mahasiswa melakukan pengamatan/observasi tentang pengukuran tanah dan pemetaan secara sistematik dan sporadik.
· Mahasiswa melakukan penelusuran tentang apa yang dimaksud dengan pengukuran tanah dan pemetaan secara sistematik dan sporadik.
· Mahasiswa dapat mengikuti secara langsung pengukuran tanah dan pemetaan secara sistematik dan sporadik.
Luaran:
· Mahasiswa memahami apa yang dimaksud dengan pengukuran tanah dan pemetaan secara sistematik dan sporadik.
· Mahasiswa mengetahui proses pengukuran tanah dan pemetaan secara sistematik dan sporadik.
· Mahasiswa mengetahui cara pengukuran tanah dan pemetaan secara sistematik dan sporadik.
d. Mahasiswa mengetahui tentang pemberian hak atas tanah secara sistematik dan sporadik serta pendaftaran konversi langsung secara sporadik.

Metode:
· Mahasiswa melakukan pengamatan/observasi tentang pemberian hak atas tanah secara sistematik dan sporadik serta pendaftaran konversi langsung secara sporadik.
· Mahasiswa melakukan diskusi tentang pemberian hak atas tanah secara sistematik dan sporadik serta pendaftaran konversi langsung secara sporadik.
Luaran:
· Mahasiswa mengetahui syarat pemberian hak atas tanah secara sistematik dan sporadik serta pendaftaran konversi langsung secara sporadik.
· Mahasiswa mengerti tentang pemberian hak atas tanah secara sistematik dan sporadik serta pendaftaran konversi langsung secara sporadik.
· Mahasiswa mengetahui mekanisme pemberian hak atas tanah secara sistematik dan sporadik serta pendaftaran konversi langsung secara sporadik.
· Mahasiswa mengetahui bentuk pemberian hak atas tanah secara sistematik dan sporadik serta pendaftaran konversi langsung secara sporadik.
· Mahasiswa mengetahui dan mengerti mekanisme komplain pemberian hak atas tanah secara sistematik dan sporadik serta pendaftaran konversi langsung secara sporadik.
e. Mahasiswa mengetahui proses pendaftaran sertifikat pengganti karena rusak dan hilang.

Metode:
· Mahasiswa melakukan pengamatan/observasi tentang proses pendaftaran sertifikat pengganti karena rusak dan hilang.
· Mahasiswa melakukan diskusi dengan instansi magang tentang proses pendaftaran sertifikat pengganti karena rusak dan hilang.
· Mahasiswa terlibat secara langsung dalam  proses pendaftaran sertifikat pengganti karena rusak dan hilang.

Luaran:
· Mahasiswa mengetahui syarat dan cara proses pendaftaran sertifikat pengganti karena rusak dan hilang.

· Mahasiswa mengetahui mekanisme pendaftaran sertifikat pengganti karena rusak dan hilang.
f. Mahasiswa mengetahui proses pendaftaran sertifikat Waqaf/pencatatan akta PPAIW.

Metode:
· Mahasiswa melakukan pengamatan/observasi tentang proses pendaftaran sertifikat Waqaf/pencatatan akta PPAIW.
· Mahasiswa melakukan penelusuran tentang proses pendaftaran sertifikat Waqaf/pencatatan akta PPAIW.
· Mahasiswa dapat mengikuti secara langsung proses pendaftaran sertifikat Waqaf/pencatatan akta PPAIW.
· Mahasiswa berdiskusi/sharing dengan instansi magang tentang proses pendaftaran sertifikat Waqaf/pencatatan akta PPAIW

Luaran:
· Mahasiswa mengetahui syarat dan cara proses pendaftaran sertifikat Waqaf/pencatatan akta PPAIW.
· Mahasiswa mengetahui dan paham mekanisme pendaftaran sertifikat Waqaf/pencatatan akta PPAIW.
g. Mahasiswa mengetahui proses pembatalan SK hak atas tanah dan/atau sertifikat.

Metode:
· Mahasiswa melakukan pengamatan/observasi tentang proses pembatalan SK hak atas tanah dan/atau sertifikat.

· Mahasiswa dapat mengikuti secara langsung proses pembatalan SK hak atas tanah dan/atau sertifikat.

· Mahasiswa berdiskusi/sharing dengan instansi magang tentang proses pembatalan SK hak atas tanah dan/atau sertifikat.

Luaran:
· Mahasiswa mengetahui syarat dan cara proses pembatalan SK hak atas tanah dan/atau sertifikat.

· Mahasiswa mengetahui dan paham mekanisme proses pembatalan SK hak atas tanah dan/atau sertifikat.

h. Mahasiswa mengetahui proses pendaftaran peralihan hak karena akta PPAT/lelang/warisan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/merger.

Metode:
· Mahasiswa melakukan pengamatan/observasi tentang proses pendaftaran peralihan hak karena akta PPAT/lelang/warisan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/merger.
· Mahasiswa mengikuti secara langsung proses pendaftaran peralihan hak karena akta PPAT/lelang/warisan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/merger.
· Mahasiswa diskusi atau wawancara dengan pihak yang berkepentingan tentang proses pendaftaran peralihan hak karena akta PPAT/lelang/warisan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/merger.
Luaran:
· Mahasiswa mengetahui syarat dan cara proses pendaftaran peralihan hak karena akta PPAT/lelang/warisan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/merger.
· Mahasiswa mengetahui criteria peralihan hak karena akta PPAT/lelang/warisan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/merger.
· Mahasiswa mengetahui bentuk peralihan hak karena akta PPAT/lelang/warisan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/merger.
· Mahasiswa mengetahui mekanisme proses pendaftaran peralihan hak karena akta PPAT/lelang/warisan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/merger.
i. Mahasiswa mengetahui proses pendaftaran peralihan hak tanggungan.

Luaran:
· Mahasiswa mengetahui syarat dan cara proses pendaftaran peralihan hak tanggungan.
· Mahasiswa mengetahui criteria pendaftaran peralihan hak tanggungan.
· Mahasiswa mengetahui mekanisme pendaftaran peralihan hak tanggungan.
Metode: 
· Mahasiswa melakukan pengamatan/observasi tentang proses pendaftaran peralihan hak tanggungan.
· Mahasiswa mengikuti secara langsung proses pendaftaran peralihan hak tanggungan.
· Mahasiswa diskusi atau wawancara dengan pihak yang berkepentingan tentang proses pendaftaran peralihan hak tanggungan.
j. Mahasiswa mengetahui dan dapat melakukan pemetaan tanah
Metode:
· Mahasiswa melakukan pengamatan/observasi tentang pemetaan tanah 
· Mahasiswa mengikuti secara langsung proses pemetaan tanah
· Mahasiswa diskusi dengan instansi magang seputar pemetaan tanah.

· Mahasiswa belajar/latihan memetakan tanah.

Luaran:
· Mahasiswa mengetahui proses pemetaan tanah 
· Mahasiswa mengetahui cara pemetaan tanah 
· Mahasiswa mengetahui metode pemetaan tanah 
· Mahasiswa mampu melakukan pemetaan tanah
k. Mahasiswa mengetahui dan dapat melakukan  pembukuan tanah
Metode:
· Mahasiswa melakukan penelusuran data tentang pembukuan tanah
· Mahasiswa mengumpulkan data tentang pembukuan tanah
Luaran:
· Mahasiswa mengetahui proses pembukuan tanah
· Mahasiswa mengetahui cara pembukuan tanah
· Mahasiswa mengetahui kriteria pembukuan tanah
· Mahasiswa mampu melakukan pembukuan tanah
l. Mahasiswa dapat membuat surat-surat tanda bukti sebagai alat pembuktian.
Metode:
· Mahasiswa melakukan penelusuran dan pengumpulan data tentang pembukuan tanah
Luaran:
· Mahasiswa mengetahui cara  membuat surat-surat tanda bukti sebagai alat pembuktian
· Mahasiswa paham syarat membuat surat-surat tanda bukti sebagai alat pembuktian
m. Mahasiswa mengetahui Tahapan dalam pendaftaran tanah.
Metode:
· Mahasiswa melakukan penelusuran tentang tahapan pendaftaran tanah.
· Mahasiswa melakukan pengamatan tentang tahapan pendaftaran tanah.
· Mahasiswa berdiskusi dengan instansi magang tentang tahapan pendaftaran tanah.
· Mahasiswa terjun langsung dalam setiap proses pendaftaran tanah.
Luaran:
· Mahasiswa mengetahui cara  pendaftaran tanah.
· Mahasiswa paham mekanisme  pendaftaran tanah.
n. Mahasiswa mengetahui kendala-kendala dalam hal sertifikasi tanah.

Metode:
· Mahasiswa sharing terhadap kendala-kendala sertifikasi tanah
· Mahasiswa melakukan pengamatan terhadap hubungan antara kendala-kendala dan hal-hal yang terjadi dalam hal sertifikasi tanah.

Luaran:
· Mahasiswa mengetahui macam-macam kendala-kendala dalam hal sertifikasi tanah
· Mahasiswa paham bentuk penyelesaian  kendala-kendala dalam hal sertifikasi tanah
· Mahasiswa mampu memberikan problem solving dalam hal kendala-kendala sertifikasi tanah
C. Ketentuan Umum Pelaksanaan Magang

1. Kurun Waktu Pelaksanaan 
Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan dalam tenggang waktu sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya magang ini dilaksanakan pada waktu liburan semester baik liburan semester ganjil maupun semester genap, akan tetapi magang ini juga dapat dilaksanakan selama perkuliahan aktif dengan memenuhi beberapa syarat-syarat yang ditentukan kemudian;

2. Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan minimum selama 30 hari kerja dengan asumsi jam kerja dihitung selama 8-10 jam kerja perhari sehingga jumlah total pelaksanaan magang dalam hitungan jam adalah 240-300 jam kerja perhari. 

3. Untuk jumlah total hari pelaksanaan menyesuaikan dengan jumlah jam yang sudah ditempuh oleh peserta Magang. Yang terpenting adalah Mahasiswa Peserta Magang minimum telah menempuh Magang selama 240 – 300 jam kerja.
Program Magang ini pada dasarnya dapat dilaksanakaan di semua wilayah baik lokal di Malang Raya, Regional Jawa Timur Maupun Nasional baik di daerah-daerah di Luar Jawa Timur maupun di tingkat Pusat. Magang ini juga dapat dilaksanakan di Luar Wilayah Indonesia atu di Luar Negeri. 

2. Tata Tertib Peserta Selama Pelaksanaan Magang
1. Setiap peserta Magang wajib mengikuti pembekalan magang sesuai jadwal yang diselenggarakan oleh DPL;

2. Setiap peserta Magang harus terlibat aktif dalam segala aktifitas yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tempat magang;

3. Mengamati segala mekanisme kerja yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tempat Magang; Mengamati secara mendalam mengenai aspek hukum yang akan menjadi bahan laporan sesuai dengan tema secara spesifik dan dominan dalam menjalankan fungsi kerja lembaga atau instansi tempat Magang;

4. Menjaga ketertiban dan mentaati segala aturan yang ditetapkan oleh lembaga atau instansi tempat Magang;

5. Menjaga harkat, martabat, dan kehormatan serta nama baik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan/atau lembaga atau instansi tempat Magang;

6. Semua peserta pada saat mengikuti Magang wajib memakai pakaian yang sopan;

· Bagi Peserta Putra: memakai seragam jas almamater, bersepatu, baju putih dan celana hitam;

· Bagi Peserta Putri: memakai seragam jas almamater, bersepatu, baju putih dan celana/rok hitam, wajib berjilbab, dilarang berpakaian ketat;

· Atau Sesuai dengan Ketentuan pada tempat magang.

7. Kehadiran di tempat magang adalah 100%, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, bagi mahasiswa yang karena satu dan lain hal tidak bisa masuk/ mengikuti magang, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib menggantinya di hari lain sesuai dengan kesepakatan dengan tempat magang.
8. Peserta Magang tidak boleh merangkap jadwal magangnya dengan jadwal kuliah maupun jadwal kegiatan-kegiatan lainnya. Apabila peserta magang mengambil jadwal magang pada waktu perkuliahan aktif harus menyesuaikan jadwal magangnya dengan jadwal kuliah dan jadwal-jadwal lainnya. 

9. Pada dasarnya jadwal magang tidak boleh berbenturan dengan jadwal kuliah. Dalam hal magang dilaksanakan pada waktu perkuliahan aktif, intansi magang harus mengetahui jadwal perkuliahan dari peserta magang sehingga jadwal magang bisa disesuaikan tentunya dengan persetujuan dari instansi magang. 

10. Setiap peserta magang wajib mentaati semua tata tertib yang berlaku baik di lingkungan UMM maupun di Instansi Magang.

11. Bagi peserta magang yang melanggar tata tertib magang ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan UMM maupun di tempat magang.
Lampiran-1 : FORMAT COVER PROPOSAL MAGANG
PROPOSAL MAGANG

DI ........................................

Alamat ....................................................
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Oleh:

Nama
: ..................................

NIM
: ..................................

LABORATORIUM HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

20....... / 20.......
Lampiran-2 : FORMAT LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL MAGANG
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL MAGANG 

DI …………………………..

Alamat ……………………………..

Proposal magang ini telah diketahui, disetujui dan disahkan oleh pihak-pihak berwenang sebagaimana tersebut di bawah ini :
Malang, ……………………

   Menyetujui, 






Instruktur Pembimbing Proposal


Ketua Kelompok Magang

    (……………………………)


(………………………...)
Mengesahkan,

Kepala Laboratorium Hukum

Fakultas Hukum UMM
(…………………………….)
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